
BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN
batrwa untuk melaksanakan tltentuan Pasal 6 Peratrrran
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan'dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2OL6, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 19650 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 273O);
Undang-Undang Nomor 2a Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korrrpsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a286) ;
Undang-Uridang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44OOl ;
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6, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiona-l (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Repr:blik Indonesia Nomor aa27) ;

7. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Fusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tarnbahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9) ;

9. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OLL tentang
Pembentrrkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523fl;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
201,5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO
Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO28l;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 90 Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 441,6), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2OOZ Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5aOl ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnum (Lembaran
Negara Rdpublik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2i (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor L7I, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45751 ;



15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2OlA (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIO Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peratrrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781 ;

L7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraana
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 46lfl ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972)1, sebagaimana telah diubah dengan Peratrrran
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2OL2 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ot2 Nolnor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351 ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OLO tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan fnsentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O7O Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

2I. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OI2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2CtI4 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2074 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56941;

24. Peraturan Presiden Nomor 1O8 Tahun 2oo7 tentang
T\rnjangan Tenaga KePendidikan;



25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OI4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
'20L1;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah,
sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O77;

27. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 21 Tahun 2OO7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata
Cara Pengembalian T\rnjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional ;

28 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 / PMK/ 07 / 2OOg
tentang Penggunaan Dana Bagr Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana
Bagr Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Ker:angan Nornor
20/PMK.O7 /2OO9;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OlL
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber Cari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagairnana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2OL2;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggalan Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

32. Peratrrran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor I Tahun
2OO5 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralgrat Daerah
Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2OO5 Nomor 1 Seri E), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 10 Tahun 2OO8 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 7 Seri E) ;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2OOS tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Parnekasan Tahun 2OOs
Nomor 2 Seri E) ;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1O Tahun
2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006
Nomor 8 Seri E) ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2OlO tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum dan Retribusi Tempat Khusr:s Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2O1O Nomor 1 Seri
c);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun
2O1O tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan
Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2OLO Nomor 2 Seri C);
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun
2O1I tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2OIl Nomor 1 Seri B) ;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun
2OL2 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (l,embaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Oi2 Nomor l- Seri
c);

39. Peraturan Daera_h Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun
2OL2 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun
2Ol2 tentang Retribusi Jasa Usaha (l,embaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL2 Nomor 3 Seri C);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun
2Ot2 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri
c);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2I Tahun
2073 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2OL3-2OI8 (Lembaran Daerah Kabupaten
Parnekasan Tahun 2Ot3 Nomor 1B);

43- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun
2OL4 tentang Pernbentukan Dana Cadangan Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2Ol8 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL4 Nomor 8) ;

44. Perahrran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke
Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2O15 Nomor 7);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke
Dalam Modal PT. Bank Perkreditan Ralryat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahur'?Ol5 Nomor 8);

46. Peraturan Bupati Pamekasan Nomof 38A Tahun 2OL4
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil
Penjualan Jasa Education Hotel SMKN 3 Pamekasan
(Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL4 Nomor
36,t);



Menetapkan :

h.itrMUTUSKAN :

PBRATURAN BUPATI TtrNTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parnekasan Tatrr-rn
Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah .... Rp. L42.771.O55.750,93
b. Dana Perimbangan............ Rp. 1 .392.252.062.060,00
c. Lain-lain Pendapatan yang SahRp. 311.475.323.8OO.OO

Jumlah Pendapatan.............. . Rp. 1.846.498.44 L.61o-,93
2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 902.235.935.969,53
2) Belanja Hibah Rp. 30.967.500.000,09
3) Belanja Bantuan Sosial... Rp. 7.782.44O.OOO,OO
4) Belanja Bagi Hasil....,...... Rp. 3.5O1.460.142,4O
5) Belanja Bantuan KeuanganRp. 2La.a72.382.7OO,OO
6) Belanja Tidak Terduga.... Rp. 3.5OO.OOO.OOO.OO

Rp. 1.166.859.718.81 1,93
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 34.724.660.550,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 293.693.979.566,00
3) Belanja Modal Rp. 539.731.018.114.0Q

Rp. 868.149.658.23o.O9
Jumlah Belanja Rp. 2.O35.OO9.377.O47,93

Surplus / (Defisit)...(Rp. 188.510.935.431.OO)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan.... Rp. 2O3.O1O.935.431,OO
b' Pengel'aran 

";rrr* 
,-€g-.g1o.ggs-4g Lpa

Selisih lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan Rp. O,OO

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini,
yang terdiri atas :

a. Lampiran I Ringkasan PenjabzLran APBD; dan
b. Lampiran II Rincian Penjabaran APBD

Pasal 3

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
perundang-undangan.

"dalam penJrusunan Dokumen
Daerah sesuai dengan Peraturan

b



Pr.s.al 4

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pa.da tanggal diundangkan.
Agar seLiap orang rnr:ngetahuin3'a., memennta}.kan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penetnpatamrya dalarn Eerita Daeratr Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tan;ggal 3O Desember 2O15

Diundangkan di Pameka,san
pada tanggat 30 Desomber 2O15

SEKRETARIS DAERAH

BEzuTA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAI.I TAHUN 2015 NOMOR 36
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